
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAW A BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 21 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 128 TAHUN 
2022 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020-2024 

Menim bang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ta sikmalaya, 
pelaksanaan reformasi birokrasi telah ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 128 Tahun 2022 
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 202 0- 2024; 

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 3 Tahun 2023 ten tang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map 
Reforma si Birokrasi 2020-2024, perlu m enyesuaikan 
Pera turan Bupati Tasikmalaya Nom or 128 Tahun 2022 
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2 02 0- 2024; 

c . bahwa berdasarkan pertimbangan seba gaim ana dimaksud 
dalam h u ruf a dan huruf b , perlu m en eta pkan Peraturan 
Bupati Ta sikmalaya tentang Perubahan a tas Peraturan 
Bupati Tasikmalaya Nomor 128 Tahu n 2022 tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020- 2024; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Ka bupaten dalam 
Lingkun gan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 
Indon esia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 ten tang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851); 
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2. Undang-Undan g Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik In don esia Tahun 2022 Nomor 
238, Tambahan Lemba ran Negara Republik Indonesia 
Nomor 68 4 1) ; 

3. Pera tu ran Pres iden Nomor 81 Tahun 20 10 tentang Grand 
Design Reform asi Birokrasi 2010-2025 ; 

4 . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 20 13 ten tang 
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1538); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indon esia Nomor 
135 Tahun 20 18 tentang Percepatan Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi d i Lingkungan Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indon esia Tahun 20 19 Nom or 163); 

6. Peraturan Menteri Pendayagun aan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara 
Repu blik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana 
telah diu bah den gan Peraturan Men teri Pendayagunaan 
Apara tu r Negara dan Reformasi Birokra si Nom or 3 Tahun 
2023 ten tang Perubahan a tas Peraturan Men teri 
Pendayagun aan Aparatur Negara dan Reforma si Birokrasi 
Nom or 25 Tah un 2020 tentang Road Map Reformasi 
Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nom or 233); 

7 . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokra si Nomor 26 Tahun 2020 tentang 
Pedoma n Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 442); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ta sikmalaya Nomor 7 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kabupa ten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 ; 

9. Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupa ten Tasikma laya Tahun 
2016 Nomor 1); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pem erin tah Kabupaten Tasikmalaya 
(Lem baran Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susun an Perangk at 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
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terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Nomor 3 Tahun 2021 ten tang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 
Nomor 11); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 128 TAHU 2022 
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAH N 2020-
2024. 

Pa sal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 128 Tahun 
2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 128), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentu an Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal2 

(1) Road Map Reformasi Birokra s i Tahun 2020-2024 tercan tu m dalam 
Lampiran. 

(2) Road Map eformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disusun dengan sis tematika sebagai berikut: 
a . Pen dahul an; 
b . Gambaran Umum Pelaksanaan Reforma si Birokrasi Pemerintah 

Daerah Kabu paten Tasikmalaya; 
c. Agenda Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya; 
d. Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pem erintah Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya; dan 
e. Penutup. 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal3 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka: 
a. Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi 

Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2020-2024; 

b. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 77 Tahun 2022 ten tang Sistem 
Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah; 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun dangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

BERITA DAE KAB 

Ditetapkan di Sin gaparna 
ada tanggal, 26 April 2823 

HUN 2023 NOMOR 211 



LAMPI RAN 
NOMOR 
TENTANG 

5 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
21 TABUN 2023 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOM OR 
128 TAHUN 2022 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 
TAHUN 2020-2024. 

BABI 
PENDAHULUAN 

Roa dm ap Reform a si Birokrasi (RB) Pemerintah Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya Tahun 2020-2024 yang merupakan dokumen ren cana kerja 

reforma si birokrasi tahap ketiga dalam rangkaian perencanaan jangka p anjang 

reform a s i birokrasi peri ode 2010-2025 telah memasuki tahap akhir dari 

pelaksanaannya. Maka, untuk m enjamin keberlanjutan dari pela sanaan 

refonna si birokrasi di Kabupaten Tas ikmalaya diperlukan suatu in trument 

kebijakan yang dapat menjadi tolak ukur dari keberlanjutan pelaksanaan 

reformasi birokrasi tersebut. Sejalan den gan dengan hal itu, telah terbit Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokra si Republik 

Indoensia Nomor 3 Tah n 2023 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokra s i Republik Indonesia 

Nomor 25 Tahun 20 20 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-202 4 . 

Merujuk kepada Peraturan Mente ri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indoensia Nomor 3 Tahun 2023 dinyatakan bahwa 

"Berdasarkan h asil evaluas i a ta s pelaksanaan RB masih menu njukkan adanya 

gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharap kan pada akhir 

tahun 2025 . Gap terse but dapat dilih at dari dua sisi, yaitu dari s isi perencanaan 

dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks Road Map RB 2020-2024 

yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal 

mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian 

pembangunan nasional dan peningkatan daya smng global. Pada SISI 

pelaksanaannya, pengelolaan RB di level nasional maupun instansional belum 

secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kineIja konkret bagi 

masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi 

Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara 

parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada 

isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. 

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas RB di Kabupaten 

Tasikmalaya pada sisi perencanaan memerlukan keselarasan antara Roadmap RB 

Kabupaten Tasikmalaya dengan Roadmap RB Nasional. Sedangkan untuk 
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peningkatan kualitas RB pada sisi pelaksanaan memerlukan keterpaduan kinerja 

antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Perangkat Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya, sehingga mampu memastikan pelaksanaan RB tidak 

hanya sebatas perbaikan tata kelola pemerintahan semata, namun lebih dari itu 

harus mampu meningkatkan kinerja pembangunan yang dapat dirasakan 

dampaknya oleh masyarakat. 

Berdasarkan uraian di a tas, maka Roadmap RB Kabupaten Tasikmalaya 

Tahun 2020-2024 dalam penyusunannya mengedepankan prin sip-prinsip sebagai 

berikut : 

1. Jelas, mudah dipahami dan dapat dilaksanakan; 

2. Rin gkas, disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang diten tu kan; 

3. TeIUkur, inisiatif strategis, target, waktu, keluaran (output) dan h asil 

(outcomes) dapat diukur; 

4. Dinamis, dapat mengakomodasi u mpan balik dan perbaikan-perbaikan 

yang diperlukan; 

5. Komitmen, meIUpakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran 

kesadaran akan tanggung jawab yang h a rus diselesaikan; dan 

6. Selara s, dokumen pelaksanaan RB di Kabupaten Tasikmalaya diselaraskan 

dengan dokumen roadmap RB nasion al; dan 

7 . Terintegrasi, dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi disusu n secara 

terintegrasi antara roadmap RB Ka bupa ten Tasikmalaya dengan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD/ RPD). 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

DI KABUPATEN TASIKMALAYA 

A. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tasikmalaya 

Pada periode tahun 2019-2021 Pelaksanaan RB di Kabupaten Tasikmalaya 

belum secara menyeluruh dilaksanakan oleh perangkat daerah hal ini dapat 

dilihat dari evalu asi yang d ilaksanakan oleh Kemenpan RB evaluasi RB hanya 

dilaksanakan oleh beberapa perangka t daerah yang m enjadi sampel evaluasi. 

Untuk pelaksanaan RB pada tahun 20 2 2 dalam menentukan indeks reformasi 

birokrasi perangkat daerah yang menjadi indikator pada rencana s ategis 

perangkat daerah telah disusun Peraturan Bupati Tasikrnalaya Nomor 7 7 Tahun 

2022 ten tang Sistem Evaluasi Implemen tasi Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah . Sehingga pada tahun 2022 seluruh perangkat daerah telah memiliki 

indeks reformasi birokrasi. 

Capaian pelaksanaan RB di Kabupaten Tasik malaya berd asa rkan hasil 

evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan eformasi 

Birokras i belum sepenuhnya sesuai dengan target yang diharapka n . Adapun 

capaian pelaksanaan RB di Kabupaten Tasikrnalaya walaupun tidak sesuai 

dengan target teta pi ada capaian pen ingkatan se tiap tahun yang diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah 

Kabupate n Tasikmalaya. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikrnalaya selama periode roadmap 

RB tahun 2020 - 2024 masih belum sesuai dengan target kineIja yang telah 

ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikrnalaya Tahun 202 1-2026. Dalam 

konstelasi nasional pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya capaian Tahun 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya baru mencapai Predikat "CC" dengan kategori "CUKUP" dengan 

capaian Nilai sebesar 58,95 point . Adapun progres capaian Indeks RB 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikrnalaya selama kurun waktu Tahun 2019 

- 2022 tergambar sebagai berikut : 
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Capaian Indeks Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2019 - 2022 

58.95 

53.73 
54.05 53.86 

2019 2020 2021 2022 

• Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tasikmalaya 

Sumber: Laporan H asil E valuasi K emenp an RB, 2019-2022 

Dari ta ble di atas capruan indek s reformasi birokrasi dari tahun 20 19-2022 

masih be1um mencapai predika t sesuai dengan yang diharapkan. 

2. Capaian Pela s anaan eformasi Birokrasi Perangkat Daerah 

Tasikmalaya 

bupaten 

Pe1aksanaan RB pada Perangkat Daerah Kabupaten T sikmalaya 

dilaksanakan pada Tahu n 2022. Pe1aksanaan RB perangkat daerah 

dilaksanaka n dikarenakan adanya indeks reforma si birokrasi pada rencana 

strategis masin g-masing perangka t daerah. Untuk menen tukan indeks 

reformasi birokrasi perangkat daerah Pada Tahun 2022 kabupaten 

Tasikmalaya te1ah menyusun Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 77 Tahun 

2022 tentang Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat 

Daerah yang menjadi pedoman untuk mengevaluasi reformasi birokrasi 

perangkat daerah. 

Adapun capruan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan hasil evaluasi a tas Penilaian Mandiri 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya 

Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Tim evaluasi baik Tim Penilai Internal 

maupun Tim Penilai Independen, ditetapkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi 

Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 

berdasarkan rangking sebagai berikut: 
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INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

I:.I:)J ::#~l~[t',I :.~,. "17~1:)J ::#~1; 1 ,~::. at I) I ::.~"I I ::.~"II :Kn.) ::.1 

Badan Penge101a Keuangan dan 
61,36 B 

CUKUP 
Pendapatan Daerah BAlK 

Badan Perencanaan Pembangunan, 
Penelitian dan Pengembangan 59,41 CC CUKUP 
Daerah 
Sekretariat Daerah 59,05 CC CUKUP 
Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya 57 ,84 CC CUKUP 
Manusia 
Inspektorat Daerah 56,34 CC CUKUP 
Dinas Kepen dudukan dan 

54,41 CC CUKUP 
Pen catatan Sipil 
Dinas Kesehatan 51 ,68 CC CUKUP 
Dinas Sosial, Pengendalian 
Penduduk, Ke1uarga Berencana, 

50,01 CC CUKUP 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
Satuan Polisi Pamong Praja 48,08 C BURUK 
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

46,74 C BURUK 
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga KeIja 
Dinas Perbu ngan, Komunikasi d an 

44,2 1 C BURUK Informatika 
Sekretaria t DPRD 43,49 C BURUK 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 38,95 C BURUK 
Dinas Pariwisata, Pemuda dan 

32,18 C BURUK 
0 1ahraga 
Dina s PekeIja an Um u m , Tata Ruang, 

SANGAT 
Perumahan Rakya t dan Kawasan 28,38 D 
Permukiman dan Lingkungan Hidup 

BURUK 

Badan Pen anggu1angan Bencana 
2 5 ,85 D 

SANGAT 
Daerah BURUK 
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, 

25,3 3 D 
SANGAT 

dan Perikanan BURUK 

Dinas Pendidikan dan Kebu dayaan 23 ,51 D 
SANGAT 
BURUK 

Dinas Koperasi, U saha Ked1 dan 
SANGAT 

Mengah, Perindustrian dan 22,98 D 
BURUK 

Perdagangan 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

22,72 D 
SANGAT 

Desa BURUK 
Sumber: Olah Data Hasil Evaluasi Indeks RB 2022 

Dari data diatas menunjukkan bahwa perangkat daerah di Kabupaten 

Tasikmalaya belum sepenuhnya meningkatkan tata Kelola pemerintah dengan 

baik, sehingga belum mendukung indeks reformasi birokrasi Kabupaten 

Tasikmalaya untuk menjadi lebih baik. 
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3. Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tasikmalaya 

Isu strategis pe1aksanaan RB di Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya 

tidak terlepas dari Isu Strategis RB Nasional Tahun 2020- 2024 sebagaimana 

termaktub dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023. Isu Strategis RB Nasional terbagi 

kedalam dua isu strategis yaitu: 

a. Isu Strategis di Tingka Hulu 

Isu s t rategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi 

di dalam birokrasi yang bersumber pada tata ke101a pem erintahan. Isu 

s trategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi m as ah lain 

jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang b er aitan 

d engan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut: 

) Birokrasi yang Belum Kolaboratif 

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokra s i harus 

berorien tasi hasil. Untuk m ewujudkan arahan tersebut, terdapat 

berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberh a silan RB. 

Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan 

dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh 

k arena itu untuk meningkatkan efek tivitas peran-peran tersebut 

d iperluka n kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran 

(goal setting) dan s trategi pe1aksanaan RB. 

2) Transformasi Digital yang Be1um Optimal 

Dalam mewujudkan transforma si d igital yang m endukung kineIja 

b irokra si, pemerintah telah m enetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 

Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

Peru m usan kebijakan, koordinasi pen erapan, dan evaluasi SPBE telah 

dilaksanakan, n amun saat ini implementasi SPBE belum mampu 

mencapal tujuan yang diharapkan. Hal lnl disebabkan, masih 

rendahnya komitmen pimpinan di kementerian/lembaga/pemerintah 

daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan 

integrasi sistem yang dibangun kementerian/lembaga/ pemerintah 

daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan 

percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan. 

3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum 

tuntas 

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang 

terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan 

dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. 

Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara 
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mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan 

menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang 

sebe1umnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang 

sederhana dengan mengedepankan pada keIja tim yang fokus pada 

hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan 

dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendulrung 

pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman u ntuk pelaksanaan 

sistem keIja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan 

Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 ten tang Sistem Kerja Pada 

Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah 

ditetapkannya Peraturan Men teri ini, seluruh Instansi Pemerintah 

diminta untuk segera menyesuaikan sis tem keIjanya m e1alui 

penyempurnaan rnekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang 

berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan 

pe1ayanan publik, dengan optim alisasi SPBE. 

Melalui Sistem KeIja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat 

ditugaskan secara flexible, changeable, dan moveable, dengan 

pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam 

kotak-kotak tertentu melain kan fokus pada pencapaian tujuan 

organisasi. Dengan mekanisme keIja tersebut, Pegawai ASN dituntut 

u ntuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, 

dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga 

dapat dimanfaatkan d i luar unit organisasi. 

4) Integrita s Penyelenggaraan Pemerin tahan yang mas ih menghadapi 

ken dala 

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih 

mengh adapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari m asih banyaknya 

temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi 

maupun pegawainya. Ke1emahan sistem pengawasan mendorong 

terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan penguatan sis tem pengawasan dalam penye1enggaraan 

pemerintahan. 

5) Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik. 

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya keIja Aparatur Sipil 

Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang 

terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 ten tang 

ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabe1, 

Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya 

integritas tinggi dan pe1ayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut 
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dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku 

menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan 

pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada 

seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun belum 

diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai 

BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh 

kementerian/ lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif 

dan berkelanjutan. 

b . Isu Strategis di Tingkat Hilir 

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang mu cuI di 

m a syarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Na sional. Isu 

strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul ap abila isu 

s trategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis h ilir ya n g berkaitan 

dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut: 

1) Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum 

sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan 

Pem erintah telah m engerahkan sumber daya anggaran yang 

cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan 

kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Adapun total anggaran 

pa da program nasion al p engentasan kemiskinan pada tahun 2021 

m encapai Rp 431,3 Triliun den gan total 6 5 p rogram dan 128 kegiatan 

yang tersebar pada 16 kementerian/lembaga. Namun dengan anggaran 

sebesar itu, h anya m ampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 

0,60% dari 10, 14% (Maret 2021) menjadi 9,54% (Maret 2022). 

Selain su mber daya anggaran yang besar, program pembangunan 

Juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi 

keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, 

belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di 

lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan 

capaian RB dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik. 

2) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi 

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis 

pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara 

membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh 

keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada 
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nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah 

satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah 

perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan 

berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan 

membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia 

kemudian mengambil langkah dengan penerapan omnibus law. Oleh 

sebab itu , RB diarahkan untuk m emperkua t penerapan omnibus law 

serta meningkatkan competitiveness index sehingga bisa 

m elipatgandakan inves ta si. 

a. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan 

publik 

Perubahan lingkungan global yang tidak terpredik si dan 

bereiri VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) 

menuntut seluruh sektor, termasu k birokrasi, agar dapat bekerja 

seeara agile, adaptive, dan eepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di 

lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya keeepa tan dan 

kemudahan pelayanan pu b lik. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk 

mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerin tah agar 

dapat mendukung pelayanan publik yang lebih eepat dan m udah. 

b. Dampak in flasi yang tidak terkendali 

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu 

negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang 

tidak terkendali aka n men yebabkan dampak n egatif seperti naiknya 

harga-harga, m enurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan 

suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya 

potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan 

peningkatan pengangguran yang berpotensi pa da peningkatan angka 

kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu meprioritaskan untuk 

menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang 

kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga. 

Selain isu RB nasional seeara umum di atas, secara khu sus berdasarkan 

hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RB di Kabupaten Tasikmalaya masih 

terdapat permasalahan yaitu eapaian tersebut belum dirasakan seeara signifikan 

oleh masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya. Pelaksanaan RB yang telah terjadi 

baru sampai pada tahap perbaikan tat a kelola pemerintahan saja, belum seeara 

nyata berdampak terhadap publik. Salah satu indikator yang menunjukkan hal 

terse but, terlihat dari m asih tingginya angka kemiskinan di Ta sikmalaya yang 
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mencapai 10,73% pada tahun 2022 dari total seluruh penduduk Kabupaten 

Tasikmalaya. 

Secara lebih teknis permasalahan pelaksanaan RB yang terjadi di 

Kabupaten Tasikmalaya diantaranya sebagai berikut: 

a. Pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 

Pengelolaan RB menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

capaian inde s B. Penge olaan B ya n g selama ini telah berjalan melalui 

pembentukan Tim RB yang bersifat koordinatif dirasakan belum efektif 

dilakukan, hal ini terlihat dari beberapa permasalahan yang m u n cul dalam 

pelaksanaan tugas Tim RB yang iantaranya sebagai berikut: 

1 Masih terdapat paradigma ata anggapan diantara Tim RB yang d ibentuk, 

bahwa capaian dan pelaksanaan reformasi b irokrasi itu m enjadi 

tanggungjawab dari bagian Organisasi Sekretariat Daerah semata, 

sehingga hal ini menyebabkan kurang teIjalinnya kolabora si dan 

komunikasi ang efektif dalam im pleme tasinya dilapa n gan; 

2) Bel rn adanya ernbagian peran yang jelas diantara pengarnpu indikator 

kiner 'a RB. Hal ini 'karenakan dalam dokumen RPJMD dan Rencana 

Stra tegis (Renstra Perangkat aerah, kornponen-kornponen pembentuk 

a ta Critical Succes Factor SF) B tidak menjadi sasaran kinerja di 

perangkat daerah, seh' gga seolah-olah RB terpisah dari dokurnen 

perencanaan pembangunan yang ada. 

3) Belurn optirnalnya pola koordinasi, komunika si dan advokasi yang 

dilakukan 0 h koordinator pelaksanaan RB yang dalam h al in i dilakukan 

oleh S kretaris Da erah yang didelega sikan kepada Bagian Organisasi yang 

dalam S ruk u r Organisasi Perangkat Daera h berada pada level menengah 

(midle leve~ yang h arus m ngkoordinasikan level kepala perangkat daerah 

(high level); d an 

4) Belurn adanya esadaran dan kepedulian bersarna dari seluruh jajaran 

baik ASN maupun stakeholders lainnya yang terlibat dalam 

penyelenggaraan pelayanan kepada publik terkait dengan implementasi RB 

di lingkungan unit kerjanya masing-masing, sehingga hal ini menyebabkan 

gaung pelaksanaan RB tidak tersarnpaikan dengan baik kepada publik. 

b. Ketercapaian Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2022, ketercapaian 

indikator pelaksanaan RB Pemerintah Daerah di Kabupaten Tasikmalaya 

secara urnurn masih dibawah dari yang diharapkan. Ada Beberapa indikator 

strategis yang mengalami penurunan seperti Sistem Merit, kepatuhan 

terhadap standar pelayanan publik dan kualitas pengelolaan arsip 
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sedangkan maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP tidak menunjukan 

peningkatan dari hasil penilaian tahun 2021, 

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas 

tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kineIja dan 

melayanan di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya beberapa hal yang perlu 

disempurnakan yaitu : 

1) Melakukan enguatan dan pe ajaman pelaksanaan program reformasi 

birokrasi ada p m 'ntah daerah dan pernagkat daerah, agar 

mem berikan dampak yan g konkret dan s ignifikan 

2 Men dorong setiap agen perubahan Menyusun rencana aksi/rencana 

indak dan melakukan evaluasi a tas rencana aksi tersebut sebagai ti gkat 

keberhasilnnya 

3) Meningkatkan peran tim RB d an asesor dalam melakukan evaluasi 

terhadap perkembangan imple entasi RB, untuk memastikan perubahan 

unit keIja berkontribusi pada b irokasi yang lebih efektiv dan efisien di 

tingkat instansi 

4) Melakukan ' enti lkas ' keb'jakan yang bersifat menghamba t dan tidak 

harmonis secara kala , Menyus n peta keterkaitan, serta 

mela sanakan evaluasi atas pelaksanaan system pengendalian 

p e yusunan perat ran rundang-undangan 

5) Menyusun peta proses bisnis yang telah sesu ru den gan hasil 

penyederhanaan b ' rokra si, yang mengacu pada kineIja utama yang 

dih a si kan 

6) Me ingkatkan pengelolaan system manaJemen sumber daya manUSIa, 

antara lain den gan penyusu nan d an evaluasi s tandar kom petensi jabatan, 

melaksanakan assessment kepada selu ruh pegawai, Menyusun HDCP dan 

pemetaaan talenta egawal sebagai da sar pen empatan jabatan yang 

bersifat kritikal/sukses' dan enerapkan seluruh ketentuan system merit 

dan manajemen ASN 

7) Melakukan evaluasi atas efektivi as implementasi kebijakan gratifikasi, 

pengelolaan pengaduan masyarakat, whistle blowing system, dan 

penanganan benturan kepentingan 

8) Menyusun kebijakan pemberian kompensasi bagi penenma layanan 

apabila menerima layanan tidak sesuai standar yang bisa disesuaikan 

dengan kondisi dan karakteristik pelayanan di masing-masing perangkat 

daerah. Selanjutnya meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil survey pelayanan 

public secara berkala 
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Beberapa catatan evaluasi pelaksanaan RB ini merupakan gambaran 

dari implementasi nyata dilapangan bahwa tata kelola pemerintahan yang 

tercermin dari indikator tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten 

Tasikmalaya masih terdapat kelemahan dalam hal perbaikan tata kelola 

penyelenggaraan pemerintahannya. Sehingga belum mampu memberikan 

dampak yang signiflkan terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik dan 

kesejahteraan masyarakat. Perbaikan tata kelola yang dilakukan belum 

merata pada seluruh perangkat daerah sehingga masih teIjadi beberapa 

ketimpa n gan antara yang su dah menera pka n reform asi birokrasi secara 

kom prehensif dengan yang masih stagnan dalam pelaksanaan reformasi 

b irokrasinya. 

c. Ketercapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 

Target Kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah Ka bupaten 

Ta sikmalaya sejak tahun 201 8 sampai dengan Tahun 2022 belum 

se en uhnya tercapai. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

kineIja p mbangu an ditan ai engan sejauhmana ketercapaian Indikator 

Kin erja ama (K ) Pem intah Daerah sebagaimana t rmaktu b dalam 

sa aran strategis RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 -2026. 

Berda sarkan da a LKIP ketercapaian IKU Pemerintah Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya dari ta ,n ke tahun persentasenya terus men· gkat , bahkan 

untuk tahun 2022 m encapai 90 persen, n amun demikian masih terdapat IKU 

yang tidak tercapai salah satunya adalah yang terkait dengan 

penanggula ngan kemis kin an. 

Keterca paian IKU Pemerintah Daerah Ka bupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021-2022 

TAHUN J UMLAH IKU IKU TERCAPAI PER~ENTASE 

2021 24 8 3% 
2022 14 10 71,43% 

Sumber: LKIP Kabu a ten Tasikmalaya 2021 -2022 

Mencermati data-data d iatas, maka diperlukan upaya yang nyata dan 

signifikan dalam melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan sehingga 

mamPU memberikan dampak yang nyata kepada peningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di Ka bupaten Tasikmalaya. Upaya-upaya yang harus dilakukan 

diantaranya melalui beberapa terobosan dan inovasi yang fundamental 

diantaranya : 

1. Membentuk unit pengelola RB yang merupakan organ pimpinan langsung 

yang mampu melaksanakan fungsi koordinasi, advokasi monitoring dan 

memberikan bantuan (support system) intervensi manakala terjadi 

hambatan dalam pelaksanaan strategi reformasi birokrasi serta mampu 



17 

rnernbangun hubungan kausalitas yang positif bahwa keberhasilan 

pencapaian kineIja pernbangunan yang berdarnpak nyata bagi rnasyarakat 

rnerupakan akibat dari upaya perbaikan tata kelola pernerintahan yang 

berke1anjutan. Unit pengelola reforrnasi birokrasi ini harus marnpu menjadi 

backbone atau tulang punggung sekaligus juga katalisator yang rnelakukan 

percepatan terhadap pelaksanaan RB di ins tansi pemerintah; 

2. Menetapkan pernbagian peran penanggungjawab capaian indikator (leading 

institution) dari Indikator capaian pe1aksanaan reforrnasi birokrasi secara 

tega s dan jela s didalarn dokurnen perencanaan pembangunan baik 

perencanaan pernbangunan daerah (RPJMD/RPD) maupun perangkat 

da erah (Renstra ); dan 

3 . Menyusun strategi arsitektur kinerja pembangunan dalarn hal pena ganan 

p rm asalahan so sial rnasyaraka t, seperti h alnya untuk rograrn 

pen gentasan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan terintegra si antara 

kebijakan dan program pa d a pernerintah pusat, pernerintah daerah provinsi 

dan pemerin ah daerah kabu paten /kota, sehingga marnpu m emetakan 

pernbagian pe an dan pembagian surnber daya antar level pernerintahan 

yang disesuaikan dengan kewenangannya masing-masing. 
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BABIII 
AGENDA REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN TASIKMALAYA 

A. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi di K 

Tujuan dan sasaran RB di Kabupaten Tasikmalaya mengikuti tujuan dan sasaran level mikro sebagaimana tercantu m 

dalam Permenpan RB Nomor 3 Tahu n 2023. Adapun tujuan dan sasaran tersebut beserta target capaiannya indikatornya 

tergambar pada tabel berikut: 

Tujuan , Sasaran, Indikator dan Target Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

" ·!t -;~k" :~1" I '~ i'" ""- 'JP" .- :( t:~, i~ ,. 
~~; . - .. ~i j'Jl 

. ~;;<~ ~ > ,"""":' ,:.;.;' 'J;" -:.,~ _ "~ 'f ~{: ''i:::: @ <-~ 'ciT .,,1 'f-~ 
.r;;t~~~ TARGET 'PELAKSANAAN M NASIONAL ' ~ ~ 0..: . ' ., 

J TUJUAN;,,' ;"; " ~,/ . ,SASARAN '" f~ ):: i ;---':t·"S'>:-.: tNDlkATOR '(jt 1/,,-;~}::'~:L ri. TAllGEt KINERJA · 
,. \ .. ' ",,~,~ ,. ,'~ "', ~., ~ 

.. -h, , •. ,~"~~::, ,_~lj,~~i;~; if ~;:' ~,,_"::' ... ''',/ • f~',' .~i· ~i'~~'; '~;;';', ,".,.c<,;::,~ '. ' '. ~- i:l :~~f ~.J KIt ,;J(RovINsi ~~ 1WJ/KOTA ; .Y@: "~;-:r..~"';_ ~'~r ,./7"'"' .• _. 
_ tTy,. ~~. 

f?:', 
~- ~':'';:l~ ,~ 

;"!.';~.:-'~ ~ ;,1 -- . ,>",1 
Indeks SPBE Minimal Baik 100% 80% 50% 

Terciptanya Tata Capaian Akuntabilitas Kinerja Minimal Baik 100% 100% 100% 

Kelola Pemerin tahan 
Digital yang Lincah, Capaian Akuntabilita s Keuangan: 

Kolaboratif dan 
Akuntabel - Opini BPK WTP 100% 100% 100% 

Birokrasi yang 
Bersih, efektif dan - Tindaklanju t rekomendasi TLHP 80% 80% 80% 

Berdaya Saing 
Mendorong 

Employer Branding ASN 100% Pembangunan 7.66 100% 100% 

Nasional dan Terciptanya Budaya Pelayanan Publik* Indeks BerAKHLAK I 67,1 42 100% 100% 100% 
Birokrasi BerAKHLAK 

dengan ASN yang 
Nilai Survei Penilaian Integritas Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat I Profesional 

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat 

Meningkatnya Kinerja Ketercapa!an Kinerja Pembangunan Tema tik Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat 
Pembangunan Tematik 
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B. Kegiatan Utama Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di Kabupaten Tasikmalaya 

Kegiatan Utama pelaksanaan RB gen ten Tasikmalaya memperhatikan dimensi priorita s nasional yang telah 

ditetapkan oleh level makro dan meso berupa kegiatan utama dan telah ditetapkan dalam roadmap RB Nasional serta bersifat 

mandatori. Selain itu juga Kegia tan Utama (inisiatif strategis) dalam dimensi intansional memperhatikan kegiatan u tama inisiatif 

pemerintah daerah yang dapat memiliki leverage (percepatan) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RB. Dengan 

memperhatikan kedua dimensi di atas maka Insiatif strategis yang merupakan kegiatan utama pelaksanaan RB di Kabu paten 

Tasikmalaya sebagai berikut : 

Kegiatan Utama Pelaksanaan RB General di Kabupaten Tasikmalaya 

''l' ;';i~';;.,,""-<'ll}' . -~;~-.~. ", 

" "?:: -~ . . ~ ".\ 

Tahun Peiaksa~aan ' 
' , . "';c, " Y~ ', .. , 

.r,~. 
~ 

J ~.(~ '.~": j-,"I'-l.'-': .;.;:~ >::0 -'.~ . .' 'J 
Baseline ' p~rangkat I?a~fah (PP) ' .. ~ -. c_, 

No I ~' , " l{egiatanJltatn,a , Indikator :- -', 
~ 

c o. 

~. '~:'<:>''''\~;' ~O22 ::m24 0'l'r ",'e'/';; 
," ' .-: 2023 ~ Kootdinator ,i' Pelaksana y .--' 

" .,' -", '"-

1 Penyederhanaa n Birokrasi (Penyederhanaan 
Tingkat Tmplementasi 

Struktur Organisasi) / transformasi organisasi 92 % 92% 92% Setda Seluruh PD 
berbasis kinerja dan agile Penyederhanaan Birokrasi 

2 Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model Tingkat Implementasi Sistem kerja 
fleksibel bagi Pegawai ASN Baru dan Fleksibilitas Berkerja 10% 40% 50% Setda Seluruh PD 

Pegawai 
3 Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional Indeks SPBE 2,58 2,80 3,00 Dish u bkominfo Seluru h PD 

Tingkat Implementasi Inisiatif 
N/ A N/A N/A Dish u bkominfo Seluruh PD 

Stra tegi Arsitektu r SPBE* 
4 Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Indeks Perencanaan Pembangunan N/ A N/ A N/A Bappelitbangda Seluruh PD 

lnstansi Pemerintah yang terintegrasi Nilai AKIP: 63,41 65 ,1 5 67,35 
Perencanaan Kinerja 2 1,64 21 ,70 21 ,80 Bappelitbangda Seluruh PD 
Pengukuran Kinerja 17,14 18 15 19,14 Setda Seluruh PD 
Pela poran Kinerja 8,78 8 ,90 9 01 Setda Seluruh PD 
Evalua si Internal 15,85 16 40 17,40 Inspektorat Seluruh PD 

5 Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital Tingkat Implementasi Kebijakan 
Nj A 

6 J enis 6 Jenis DPMPTSP Seluruh PD 
(khusus Pemerintah Daerah) Transformasi Digital MPP* Lavanan Lavanan 

6 Pembangunan Zona Integritas di unit kerja Tingkat keberhasilan pembangu nan 1 Seluru h PD N/A N/ A Inspektorat 
L. __ ________ _ _ _ __ ~ ___ . ___ ____ _ _ _ ~ ___ __ __ _ - -- -- . _- -- , ~ 

_. - --- -- -
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" 

Perangkat Daerah (PD) [, ~ ... ' .. ., ~ Baseline Tahun Pelaksanaan 
No . Kegtatan Utama Indikator 

, 

r" fl:). 2022 2023 2024 Koordinator Pelaksana ,';'11 
~ .~~,-; 

ZI 

7 Penguatan impiementasi sistem pengendalian Tingkat Maturitas SP!P Level 2 Level 3 Level 3 Inspektorat Seluruh PD intern pemerintah(SPIP) 
8 Penguatan Pengelolaan Pengaduan Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan 96,9% 97% 98% Dishu bkominfo Seluruh PD Masyarakat Masyarakat (LAPOR) 
9 Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi Survei Penilaian Integritas (SPI) 68,28 70 72 Inspektorat Seluru h PD 
10 Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Pu blik Indeks Kualitas Kebijakan N/ A 40 50 Setda Seluruh PD 
11 Pelaksanaan Pem ben tukan Peraturan Indeks Reformasi Hukum N/ A 70 72 Setda Seluruh PD 

Perundan2an·undangan 
12 Pelaksanaan Arsip Digital Tingkat Digitalisasi Arsip N/ A 35% 50% Setda Seluruh PD 
13 Pelaksanaan Data Statistik Sektoral Tingkat Kematangan 

N/ A Level 2 Level 2 Bappelitbangda Seluruh PD 
Penvelenggaraan Statistik Sektoral 

14 Penguatan Pengadaan Barang dan J asa Indeks Tata Kelola Pengadaan 16,3 45,6 53 Setda Seluruh PD 
Pemerintah 

15 Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Opini BPK WTP WTP WTP BPKPD Seluruh PO 
Tindak Lanjut Rekomendasi BPK 71,63% 72% 73% Inspektorat Seluru h PO 

16 Penataan J abatan Fungsional Tingkat penerapan kebijakan 
BKPSOM Seluru h PO I Transformasi Jabatan Fungsional 100% - -

17 Penguatan Manajemen Talenta ASN Tingkat implementasi Manajemen 42 ,65% 60% 60% BKPSOM Selun lh PO 
Talenta 

18 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN Tingkat implementasi kebijakan 87,5% 87,5% 87,5% BKPSOM Seluruh PO 
pengelolaan kineria ASN 

19 Penguatan Sistem Merit Indeks Sistem Merit 280 320 357,5 BKPSOM Seluruh PO 
20 Pelaksanaan Core Values ASN Indeks Berakhlak* 60,2 64 67, 142 BKPSOM Seluruh PO 

Employeer Branding* N/ A 6 ,0 7,66 BKPSOM Seluruh PD 
21 Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 80 80,1 0 80, 15 Setda Seluruh PO 

Indeks Pelayanan Pu blik 4,08 4, 10 4, 15 Setda Seluruh PO 
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Apabila dalam implementasinya, inisiatif s trategis terse but dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukan 

kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerj a tahun berja lan tetapi juga melampaui target kinerja tahun­

tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun -tahun berikutnya akan disesuaikan kembali. Selain itu, inisiatif strategis RB 

General ini bisa disesuaikan kembali seiring dengan perubahan fokus kebijakan RB a taupun perkembangan lingkungan strategis 

dalam konteks perbaikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. 

C. Tema Reformasi Birokrasi Tem81.tik di Kabupaten Tasikmalay 

Dalam rangka mewujudkan implementasi RB yang berdampak bagi masyarakat, maka perlu untuk ditentukan tema RB 

tematik di Kabupaten Tasikmalaya. Sejalan dengan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023, sampai dengan tahun 2024 RB 

Tematik di Kabupaten Tasikmalaya difokuskan pada : 

1. Penanggulangan Kemiskinan ; 

2. Peningkatan Investasi; 

3 . Pengendalian Inflasi; 

4. Digitalisasi Pemerintahan; 

5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. 

Dikarenakan Roadmap RB memiliki periodisasi 2023-2026, maka untuk Roadmap RB Tematik pada tahun 2025-2026 

akan dikembangkan tidak sebatas ke-5 RB tematik mandatori, namun juga untu k seluruh kinerja pembangunan daerah yang 

dari aspek capaian masih belum optimal. Adapun untuk tema dan target RB tematik Kabupaten Tasikmalaya terlihat pada 

tabel beriku t: 



22 

T 
~ dan T RB T 'k di Kab u Qaten Tasikmal 

~ ~ -

Target Tahunan -- " Lead ing Sector .. ~ ~, 

Baseline ~ 
,. Tema I Sasaran 'l'ematik ; IIlc.Ukato! (2022) 'il., ". 2023 2024 ~ " ~~ ,~'il ~;; 

Penanggulangan Menurunnya angka Persentase Bappelitbangda 
Pendu du k 10,73 10,70 10,65 (TKPKD) Kemiskinan kemiskinan Miskin 

DPMPTSP 
Peningkatan Meningkatnya nilai Nilai Realisasi 

149, 820,000.000 155,8 12. OOO,QOO 16::2 .045 000,000 
(Tim Percepatan 

Investasi investasi Investasi Investasi 
Daerah) 
Sekretariat 

TerkendaUnya Daerah 
Pengendalian tingkat inflasi Tingkat Inflasi 6,65% 4% 4% (Tim 
Inflasi daerah Pengendalian 

Inflasi Daerah) 
Meningkatnya Dinas 

Digitalisasi implementasi Prevalensi 16% 14% 
Kesehatan (Tim 

Administrasi transformasi digital Stunting 17% Penanganan 
Pemerintahan dalam penanganan Stu nting) 

stunting 
Peningkatan Meningkatnya Tingkat Dinas 
Penggunaan penggunaan Penggunaan 100% 80% 95% Kopumindag 

I Produk Dalam produk dalam Produk Dalam (Tim P3DN) 
Negeri negeri . __ ... _ ____ ~_ lie~~ri ~ - --- - --~ ~ . -- - ~ .~. -.--

Apabila dalam implemen ta sinya, selu ruh intervensi RB Tematik dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu 

menu njukan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahu n berjalan tetapi juga melampau i target 

kinerja tahu n-tahun beriku tnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesu aikan kembali. 



BABIV 

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

DI KABUPATEN TASIKMALAYA 

A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 

1. Framework Implementasi Reformasi Birokrasi d.i Kabupaten 

Tasikmalaya 

Arah Kebijakan implementasi RB di Kabupaten Tasikmalaya 

d ifokuskan untuk memperbaiki m anajemen tata kelola pem erin tahan (RB 

General) dan mempercepat p laksanaan agenda pembangunan yang 

ampu menuntaskan ermasalahan publik sehingga berdampak nyata 

b gi masyarakat (RB Tematik). Percepatan berbagai agenda pem bangunan 

yang berdampak nyata bagi masyarakat tentu saja harus d iu ayakan 

m elalui perbaikan ata kelola pemerintahannya. 0 eh karenanya 

pembangunan B gene al an RB Tematik sejatinya me pakan upaya 

ang m emiliki hub kausalitas yang ositif dan harus d ilaksanakan 

secara terpad dan ber·ringan. 

F amework Implementasi RB di Kabupaten Ta sikmalaya 

Framework Implementasi Reforma si Birokrasi Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud meliputi; 

1. Pelaksanaan RB General; 

Pelaksanaan RB General merupakan strategi pelaksanaan reformasi 

birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam 

birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat huIu yang bersumber pada 

tata kelola pemerintahan; 
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2. Pelaksanaan RB Tematik. 

Pelaksanaan RB Tematik merupakan strategi pelaksanaan reformasi 

birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam m enyelesaikan masalah 

yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan 

Nasional dan Daerah; 

Guna memastikan seluruh capruan target kineIja yang telah 

ditetapkan dapat terlaksana. Maka, setiap tahunnya disusun dan 

ditetapkan Rencana Aksi Pembangunan Pelaksanaan RB General dan RB 

Tem atik yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kabu paten 

Ta sikmalaya. 

2. Pen gelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 

Untuk menjam·n efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan 

kebijakan RB di Kabupaten Tasikmalaya, baik RB general m a u pun RB 

tem a tik memerlukan terpaduan dalam pembangunannya. Keterpaduan 

in i diupayakan den gan pembenahan p engelola RB di lingkup Pemerintah 

Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Berbeda dengan periodisasi Roadmap RB 

terdahulu, pengelola RB dibentuk dalam sebuah Tim Reformasi Birokrasi 

den gan jumlah anggota yang cukup besar yang dari hasil evaluasi dirasa 

tida k optimal, maka dalam Roadmap RB Kabu paten Tasikmalaya 2023-

2026 pengelola RB d i leve Pemerin tah Daera h disusun secara lebih simpel 

dengan pem ba gian peran yang cu kup jelas dan terarah. 

») 
))) 

STRATEGIC 
TRANSFORMATIO U IT 

LEADING SECTOR 
PENGAMPU RB TEMAnK 

Pengelola RB level Pemerintah Daerah 
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Penge10la RB level Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya 

terdiri dari Strategic Transformation Unit (STU), Leading Institution 

pengampu RB General dan Leading Sector pengampu RB tematik. Di 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tidak dibentuk secara khusus 

Tim RB general dikarenakan se1uruh kineIja RB general te1ah tercantum 

didalam RPD dan Re s Per gkat Daerah sehingga pem bangunan RB 

General su dah terintegrasi dengan pelaksanaan kineIja pembangunan 

daerah khusu snya pada a spek ta ta kelola pem erin tahan sehingga sudah 

secara otomatis telah menjadi tanggung jawab dari perangka t daerah 

pengampunya. 

Begitu pula halnya dengan pe1aksanaan RB Tematik, tidak secara 

khu sus dibentuk Tim RB Tema tik dikarenakan sesuai dengan kondisi 

eksisting sebenarnya telah terbentuk lem bagaj tim khusu s yang 

m enangani isu pembangunan yang dijadikan tema dalam RB tematik, 

seperti contoh nya u ntu k pengen tasan kemiskinan te1ah terben tuk Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kem iskinan Daerah (TKPKD), untuk 

pengendalian inflasi te1ah terben tuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), 

untuk penggunaan produk dalam n egeri elah terben tuk Tim Pen ingkatan 

Penggunaan Produ k Dalam Negeri (Tim P3DN), u ntuk peningkatan 

Investasi telah terbentuk im Percepatan Investasi Daerah. Adapun untuk 

tema RB tematik lainnya a pa bila perlu diben tu k Tim maka diberikan 

keleluasaan sepenuh nya kepada leading sector RB tematik terse but. 

a) Strategic Transformation Unit (STU) 

STU adalah unit pengelola reformasi birokrasi pada Pemerintah 

Daera h Kabupaten Tasikmalaya yang m erupakan organ pimpinan 

untuk me1aksanakan fungsi penyusunan konsep pelaksanaan 

kebijakan eformasi Birokrasi di Kabupaten Tasikmalaya, 

mengadvokasi, menggerakkan dan memantau pe1aksanaan Reformasi 

Birokrasi, termasuk memastikan pe1aksanaan Reformasi Birokrasi 

berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan 

daerah. 

STU juga harus mampu memberikan bantuan (support system) 

intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi 

reformasi birokrasi serta mampu membangun hubungan kausalitas 

yang positif antara pembangunan RB General dan RB Tematik. STU 

harus mampu menjadi backbone atau tulang punggung sekaligus juga 
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katalisator yang melakukan pereepatan terhada p pelaksanaan RB di 

instansi pemerintah. 

Oleh karenanya sebagai organ yang d iharapkan mampu 

melakukan pereepatan sekaligus menjadi support system bagi seluruh 

perangkat daerah, maka tata kerja STU harus m enerapkan tata kerja 

lembaga fungsional yang berbasis keahlian. Sejalan dengan itu, STU 

harus diisi oleh pejabat fungsional yang sangat berpen galaman dalam 

tata kelo a RB, memiliki keahlian teknis dengan portofolio dan pre stasi 

kerja ya ng telah terbukti m ampu mem perbaiki tata kelola 

pemerintahan seeara terpadu dan berkelanjutan serta mem iliki relasi 

komunikasi yang baik dengan Perangkat Daerah . 

b) Penanggungjawab Pengampu (leading institution) Pelaksanaan RB 

General. 

Leading Institution adalah perangkat daerah pengampu 

indikator kinerja pelaksanaan RB general yang memiliki peran, 

kewenangan, tan g jawab untuk menetapkan target eapaian 

kinerja pe sanaan RB general, menyusun dan m elaksanakan 

rene ana aksi tahunan pelaksanaan RB general yang telah ditetapkan 

dalam road map RB, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan RB 

general se uai d engan indikator yang diampu, melakukan evaluasi 

implemen tasi ke ijakan pelaksanaan RB pada instansi pemerintah 

daerah dan pa da perangkat daerah, menyusu n reneana aksi 

tindaklanjut a tas h asil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB general 

yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan h a il evaluasi 

im plemen ta si kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi general yang 

d iampu setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada 

pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional. 

Selanjutnya dalam rangka menjamin perbaikan RB General 

(tata kelola pemerintahan) di seluruh Perangkat Daerah, Leading 

Institution melakukan pembinaan dan asistensi kepada Perangkat 

Daerah sesuai dengan RB Gen eral yang diampunya. 

c) Koordinator Pengampu (leading sector) Pelaksanaan RB Tem a tik 

Leading Sector merupakan perangkat daerah yang memiliki 

peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator 

dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi 

tematik yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi 

permasalahan, menetapkan target eapaian kinerja tematik yang 

ditetapkan (logical framework), menyusun dan melaksanakan reneana 

aksi tahunan pelaksanaan reformasi birokrasi tem atik yang d itetapkan, 



27 

mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tem a tik yan g ditetapkan, 

menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan 

kebijakan reformasi birokrasi tematik yang telah dilakukan serta 

menyampaikan laporan kemajuan implementasi kebijakan 

pelaksanaan reformasi birokrasi tematik setiap 6 (enam) bulan kepada 

STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi 

Birokrasi Nasional. 

Selanjutnya dalam rangka menJamm RB berdampak bagi 

tu nta snya isu-isu pembangunan di Kabu paten Ta sikmalaya yang 

hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, maka Leading 

Sector harus menyinergikan u paya-upaya percepatan pembangunan, 

terlebih lagi bagi tema RB tematik yang capaian kinerjanya bersifat 

agregatif dan akumulatif ca paian kinerja. Sinergi yang diba n gun bisa 

dalam bentuk pem bagian peran dalam menginterven si ISU 

pembangunan disesuaikan dengan kewenangan masing-ma sing level 

pemerintahan yang saling mendukung satu dengan lainnya dan tepat 

sasaran. 

Pengaturan lebih lanjut terkait Pengeloia Reformasi Birokrasi Level 

Pemerintah Daerah, diatur lebih lanjut melalui Keputusan Sekretaris 

Daerah Ka bu paten Tasikma laya. 

B. Pelaksanaan Reformas i Bir krasi Perangkat Daerah 

Garda terdepan dalam pelaksanaan RB di Kabupaten Tasikmalaya 

adalah perangka t d aerah sebagai un sur pelaksan a seluruh agen da reformasi 

birokrasi. Maka , sejak Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya telah melaksanakan suatu terobosan dalam pengelolaan RB 

melalui penerapan kebijakan Pen gukuran Indeks RB Perangkat Daerah 

dengan menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 77 Tahun 2022 

tentang Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. 

Kebijakan pelaksanaan evaluasi implementasi RB di perangkat daerah ini, 

telah memberikan dampak positif terhadap capaian Indeks RB Perangkat 

Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang pada Tahun 2022. 

Tahun 2022 itu sendiri, merupakan tahun pertama dalam penerapan 

kebijakan tersebut, yang pada prosesnya telah menggunakan sebuah sistem 

informa si berupa Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi yang dirancang 

untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan reformasi b irokrasi secara 

terintegrasi pada seluruh pemerintah daerah di Kabupaten Tasikmalaya. 
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1. Fokus Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di 

Kabupa ten Ta sikmalaya 

Untuk menjamin terjadi kesinambungan perbaikan yang telah 

dilakukan (continuous improvement) dalam pelaksanaan RB di Kabupaten 

Tasikmalaya, seiring dengan perubahan kebijakan pelaksanaan RB melalui 

pen ajaman roadmap RB nasional 2020-2024, maka pelaksanaan evaluas i 

Implementasi RB pada level perangkat daerah akan menjadi fokus strategi 

dalam implem enta si RB di Ka bupaten Tas ikmalaya. Pelaksanaan reformasi 

birokra si pada perangkat daerah secara umum terbagi dalam 2 komponan 

yaitu Pelaksanaan RB General dan Pelaksanaan RB Tematik sebagai 

berikut: 

a ) Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah 

Pelaksanaan RB Gen eral perangkat daerah merupakan strategi 

internalisasi dari pelaksanaan RB General level pemerintah daerah 

dengan tujuan u ntuk mengakselerasi pencapaian k inerja pelaksanaan 

reformasi biro as· pada level pemerintah daerah. Dengan melibatkan 

se u ruh perangkat daerah, m aka diharapkan implementa sinya dapat 

lebih cepat terlaksana. Selain itu, dengan melaksanakan RB General 

diharapkan tata kelola pem erintahan pa da level perangka t daerah 

dapat diukur a n dievaluasi sehingga memberikan data dan informasi 

untuk dilakukan perbaikan, m a nakala terjadi h ambatan-hambatan 

dalam elaksana an reformasi birokrasi. Pelaksanaan RB General 

Perangka t Daera h men gacu pada sasaran dan indikator p elaksanaan 

RB General pada level Pem erintah Daerah, dengan batasan ruang 

lingkup pada level perangkat daerah. Adapun sasaran dan indikator 

Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah adalah sebagaimana 

berikut: 

Sasaran dan Indikator Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah 

Indikator Penilalan lndikator Capaian Penilaian Tolak Target Leading 
Ukur Kinerja Institution 

1 2 3 4 

A. Capaian Sasaran Strategis 

1 
Tata Kelo1a Pemerintahan Digital yang Efektif Lincah 
dan Kolaboratif 

Indeks SPBE Nilai Indeks SPBE Perangkat 1-5 3 ,00 Dinas Kominfo a. 
Perangkat Daerah Daerah 

b. Capaian Akuntabilitas KineIja 

- Nilai SAKIP Nilai Hasil Evaluasi Setda, 

Perangkat Daerah Akuntabilitas KineIja 0 - 100 70 ,00 Inspketorat, 
Internal Bappelitbangda 
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Indikator Capaian Penilaian 
Tolak Target Leading 

Indikator Penilaian Ukur Kiuerja Institution 

1 2 3 4 

- Capaian IKU L Tidak ada IKU Pemngkat 
Perangkat Daerah Daerah tercapai (0%) 

2. Sebagian kecil lKU 
Perangkat Daerah 
tercapai (~50%) 

3. Sebagian IKU Perangkat 
Level Setdadan 

Daerah tercapai (= 50%) 1-5 5 Bappelitbangda 
4. Sebagian besar 1KU 

Perangkat Daerah 
tercapai (>50%) 

5 . Seluruh lKU Perangkat 
Daerah tercapai (100%) 

c . Capaian Akuntabilitas Keuangan 

- Tindaklajut 
Rekomendasi Persentase Rekomendasi 

(TLHP) 
Hasil Pemeriksaan yang 0-100 100,00 Inspektorat 
selesai ditindaklanjuti 

- Laporan Realisasi Persen tase Capaian Realisasi 

Anggaran Anggaran Pendapatan dan 
0/0 95,00 BPKPD 

Belanja Daerah Tahun 
Sebelumnya 

2 
Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang 
Profes ional 

Indeks Bu aya KeIja Nilai Hasil Survey 
a. Implementasi Kamus 0-100 70,00 BKPSDM 

BerAKHLAK Kompetensi ASN BerAKHLAK 

b . Nilai Survei Kepuasan Nilai Hasil Survey Kepuasan 1-5 4 ,50 Setda Masyarakat Masyarakat 
1. Belum dilakukan 

Pencanangan Zona 
Integritas 

2. Telah dilaksanakan 
Pencanangan Zona 

Tingkat Keberhasilan Integritas Level 4 Inspektorat c. Pembangunan ZI 3. Telah dilaksanakan 1-5 
evalu a si oleh TPN /TPI 

4. Telah memperoleh predikat 
menuju WBK 

5. Telah memperoleh predikat 
menuju WBBM 

B. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB 

Tingkat maturitas Nilai Implementasi SPlP 1-5 3 ,00 Inspektorat a. 
SPIP Perangkat Daerah 

Tingkat tindak lanjut Nilai Persentase Laporan 

b. pengaduan 
Pengaduan m elalui SP4N 0-100 100,00 Dishubkominfo Lapor yang berhasil 

m asyaraka (LAPOR) ditindaklanjut 

Nilai Kualitas Nilai Pengukuran Kualitas 0-100 80,00 Setda c . 
Kebijakan Publik Kebijakan Perangkat Daerah 

Nilai Reformasi Nilai Pengukuran 
d . Hukum Implementasi Reformasi 0-100 80,00 Setda 

Hukum Perangkat Daerah 

Tingkat Digitalisasi Nilai Kualitas Pengelolaan 
e. Arsip Kearsipan Digital Perangkat 0-100 80,00 Setda 

Daerah 

Nilai Tata Kelola Nilai Tata Kelola Pengadaan 
f. Pengadaan Barang Barang & Jasa Perangkat 0 -100 80,00 Setda 

danJasa Daerah 

Indeks Profesionalitas 
Nilai Indeks Profesionalitas 

h. ASN 
ASN Perangkat Daerah 0-100 80,00 BKPSDM 

C Capaian Strategis Pelaksanaan RB General 

Dokumen Rencana Aksi 

1 
Rencana Aksi Pembangunan RB General Ya/ Ya STU 
Pembangunan RB General telah disusun dan ditetapkan Tidak 

sebagai dokumen formal 
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" Tolak Target Leading 
Indikator PenllaiaD Indikator Capaian PeniJaian Ukur Kinerja Institution 

1 2 3 4 

I . Beium ada Rencana Alesi 
Pembangunan RB General 
tercapai (0%) 

2 . Sebagian kecil Rencana 

Tingkat Implementasi Aksi Pembangunan RB 

2 Rencana Aksi 
General tercapai (,;;50%) Level 

4 STU 
Pembangunan RB General 

3. Sebagian besar Rencana 1-4 
Aksi Pembangunan RB 
General tercapai (>50%) 

4 . Seluruh Rencana Aksi 
Pembangunan RB General 
tercapai (100%) 

b) Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah 

Pelaksanaan RB Tematik perangkat daerah merupakan strategi 

untuk m engukur sejauhmana perbaikan tata kelola pemerin tahan 

pada perangkat daerah memiliki korelasi positif terhadap penyelesaian 

isu-isu pembangunan sesuai dengan core Business perangkat daerah 

tersebut (berdampak). Pelaksanaan RB Tematik Perangka t Daerah 

mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan RB Tem a tik pada 

level Pemerintah Daerah, den gan batasan ruang lingkup pada level 

perangkat dae ah. Adapun sasaran dan indikator Pelaksanaan RB 

Tematik Perangkat Daerah adalah sebagai berikut: 

Sasaran dan n dikator Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah 

Tol Target Leading 
IndikatO!' IncUkatur !Institution 
~.:.:; l 

. tJlnu' J['huuj 

1 2 •• 0' 
~ 3 4 5 

A. Strategi Membangunan RB Tema.tik 

L R ncan Aksi 1. Belum enyusun Dokum en Rencana 
Pembangun an Aksi Pem bangunan RB Tem atik. 
RB Tem atik 2. Dok umen Rencana Aksi 

Pembangun an RB Tematik telah 
disusun n amun belum ditetapkan 
sebagai dokumen formal; 

3. Dokumen Rencana Aksi 
Pembangunan RB Tematik telah 
disusul1 dan ditetapkan sebagai 
dokumel1 formal; 

4. Dokumen Rencana Aksi Level 
STU 4 

Pembangunan RB Tematik telah 1 - 5 
disusun dan ditetapkan sebagai 
dokumen fonnal memuat Strategi 
lntervensi melalui Logical framework; 

5. Dokumen Rencana Aksi 
Pembangunan RB Tematik telah 
disusun dan ditetapkan sebagai 
dokumen formal memuat strategi 
intervensi melalui Logical framework 
yang melibatkan partisipasi multi 
stakeholders (kolaborasi pentahelix); 

2. Tingkat 
Implementasi Persentase Capaian Rencana Aksi Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik 0/0 100 ,00 STU 
Pembangunan 
RB Tematik 

B. Capaian Da mpak RB Te m atik 0-100 80 STU 
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2. Pengelola Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 

Untuk menjamin efek tifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan 

kebijakan reformasi birokrasi di Kabupaten Tasikmalaya yang secara 

teknis operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah, maka perlu 

dibentuk pengelola RB di lingkup perangkat daerah. Pengelola RB di level 

perangkat daerah disebu t Project Transformation Unit (PTU). 

KETUA 
(KEPAlAPD) 

................ 
K£TUA PBMSAIIA 

RB GENERAl 
(SW£TARlS po) 

Krn.IA PElAIII5Al'IJl 
RBTEMAT K 

T8O'&1S) 

KETUA PHAKSANA 
AB6EIlBW. 

(SB<RITAR1S po) 

KETUA PHAKSA A 
RBTfJ4ATIX 

(1WlIJ) TBIJIII5) 

») 

») 

ela nakin 
Penguatan RB G neral 

(T ata K lola) i 
Perangka Daerah 

Me akin 
Penguatan RB Tematik 
Sesuai Co Business 

Perangkat Daerah 

Pen gelola RB level Perangka t Daerah 

(Project Transformation Unit) 

PTU diketu ai lang sung oleh Kepala Perangkat Da erah yang 

membawahi pelaksanaan RB Gen eral yang diketuai Sekretaris Perangkat 

Daerah dan pelaksanaan RB Tem atik yang diketuai Kepala Bidang Teknis 

sesuai den gan core business RB tematik di masing-masing perangkat 

daerah. Dalam kondisi tertentu dengan pertimbangan efektifitas dan 

efisiensi pelaksanaan RB di perangka t daerah, PTU dapat lebih 

disederhanakan atau bahkan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 

perangkat daerah masing-masing. 

Susunan Pengelola RB Perangkat Daerah/ PTV 

1. Ketua PTU 

2 . Pelaksana RB General 

Ketua 

Sekretaris 

Kepala Perangkat Daerah 

Sekretaris Perangkat Da erah 

Ka subag TV jKepegawaian Sekretariat 

PD 



Anggota 

3. Pelaksana RB Tematik 

Ketua 

Wakil Ketua 

Sekretaris 

- Anggota 
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1. (by name) 

2. (by name) 

3. Dst sesuai kebutuhan 

Merupakan Pejabat Fungsional dan 

Pelaksana pada Sekretariat Perangkat 

Daerah 

Kepala Bidang Teknis Terkait Tema 

yang diam bil 

Kepala Bidang lainnya 

Kasubag Perencanaan Program pada 

Sekretariat Perangkat Daerah 

1. (by name) 

2 . (by name) 

3. Dst sesuai kebutuhan 

Merupakan Pejabat Adminis trasi, 

Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada 

Seluruh Bidang. 

Susunan Pengelola Reforma si Birokrasi Perangkat Daerah terse but 

ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah 

3. Pen gukuran Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 

No 

L 

Guna engukur Pe1aksanaan RB General dan RB Tematik 

Perangkat Daerah d ilakukan evalu a si pelaksanaan RB General dan RB 

Tematik Perangkat Dae ah me1alui su atu instrumen penilaian berupa 

Pengukuran In deks Reformasi Birokrasi Peran gkat Daerah (IRBPD) 1 (satu) 

kali dalam satu tahun; 

Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 

dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menjadi penangungjawab Indikator 

Pe1aksanaan RB leading institution) dan di koordinasikan oleh Strategic 

Transformation Unit (STU). 

klasifikasi penilaian yang menjadi acuan nilai hasil akhir evaluasi 

dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk 

menentukan tingkatfindeks reformasi birokrasi perangkat daerah, dengan 

kategori sebagai berikut: 

Kategori Angka Predikat Interpretasi 

AA >90-100 Istimewa Memenuhi kriteria sebagai organisasi 
berbasis kinerja yang mampu 
mewujudkan seluruh sasaran 
Reformasi Birokrasi 



No 

2. 

3. 

4. 

5 . 

6 . 

7. 
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Kategori Angka Predikat Interpretasi 

A >80-90 Sangat Memenuhi karakteristik orgamsaSl 
Baik berbasis kineIja namun belum 

mampu mewujudkan keseluruhan 
sasaran Reformasi Birokrasi baik 
secara instansional maupun di 
tingkat unit kerja 

BB >70-80 Baik Secara instansional mampu 
mewujudkan sebagian besar sasaran 
Reformasi Birokrasi, namun 
pencapaian sasaran pada tingkat unit 
keIja hanya sebagian k ecil saia 

B >60-70 Cukup Penerapan Reformasi Birokrasi 
Baik bersifat formal dan secara su bstansi 

belum mampu mendorong perbaikan 
kinerja ox-ganisasi 

CC >50-60 Cukup Penerapan Reformasi Birokrasi secara 
formal terbatas di tingkat instansi dan 
belum berjalan secara merata di 
seluruh unit keIja 

C >30-50 Buruk Penerapan Reformasi Birokrasi secara 
formal di tingkat instansi dan hanya 
mencakup sebagian kecil u nit keria. 

D 0-30 San gat Memiliki inisia tif awal, m en erapkan 
Buruk Reformasi Birokrasi dan perbaikan 

kinetja instansi belum terwujud . 

Pengaturan lebih lanjut terkait Pengukuran Indeks eformasi 

Birokrasi Perangka t Da erah (IRBPD) yang m eliputi; pen etapan in strument 

pen gukuran, me anIS e pengukuran, p enghargaan dan tahapan 

pelaksanaan pengukuran Indeks Reformas i Birokrasi Perangkat Daerah, 

d iatur lebih lanju m lalui eputu an Sekretaris Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya. 

c. Monitorin da Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

Monitoring dan e aluasi mutlak dilakukan untuk mengetahui berjalan 

atau tidaknya rencana aksi RB General dan RB Tematik baik di lingkup 

pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Monitoring dan evaluasi akan 

memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan 

sesuai yang diharapkan maka dilakukan analisis dan rekomendasi untuk 

mendorong perbaikan berkelanjutan. Periode monitoring dan evaluasi 

dilakukan dalam kurun waktu triwulan dan tahunan. 

Dalam pelaksanaan RB General dan RB Tematik dapat saling 

berhubungan sehingga monitoring dan evaluasi RB di level intansi pemerintah 

harus komprehensif dikoordinasikan antara RB General dan RB Tematik. Oleh 

karenanya, monitoring dan evaluasi RB General dan RB Tematik baik di 
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lingkup pemerintah daerah maupun perangkat daerah di Kabupaten 

Tasikmalaya dilaksanakan secara terintegrasi. 

Monitoring pelaksanaan rencana aksi RB General dan RB Tematik di 

lingkup pemerintah daerah dilaksanakan oleh STU, sedangkan untuk 

monitoring pelaksanaan rencana aksi RB General di lingkup perangkat daerah 

secara operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk sebagai 

leading institution RB General dan monitoring pelaksanaan rencana aksi RB 

Tematik di lingkup perangkat daerah dilaksanakan oleh STU. 

Adapun untuk pelaksanaan evaluasi RB General dan RB Tematik di 

lingkup pemerintah daerah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Internal (APIP 

a tau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi 

internal). Sedangkan untuk evaluasi RB General dan RB Tematik di lin gkup 

perangkat daerah dikoordinasikan oleh STU. 
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BABV 

PENUTUP 

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan 

yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian 

pembangunan nasional dan daerah, daya saing global dan peningkatan pelayanan 

publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara 

cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Men gingat bahwa 

Reformasi Birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui 

penatapan Road Map Reformasi Birorkasi yang dilakukan, hal terseb t dapat 

m endukung percepatan pembangunan nasional dan daerah. Sehingga dengan 

strategi Reformasi Birokrasi yang baru, diharapkan juga dapat m en dorong 

percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan m em berikan 

dampak langsung kepada masyarakat. 

Dinamika lingkungan yan g selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang 

semakin tinggi juga memicu pelaksana an Reformasi Birokrasi untu k semakin 

adaptif dan lincah. Adanya penetapan Road Map Reformasi Birokras i ini pun 

bertujuan untuk m enjawab hal terse but dengan terfokus pada em pat aspek, 

yaitu: penetapan tujuan dan sasaran, fokus kepada isu strategis hulu melalui 

pelaksanaan RB General dan isu strategis hilir m elalui pelaksanaan RB Tematik, 

serta pelaksanaan RB General dan RB Tematik pada Perangka t Daerah di 

Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Pa da akhirnya, pentapan Road Map Reformasi Birokras i ini, diharapkan 

dapat membantu menciptakan kesuksesan pelaksanaan reformasi birokrasi yang 

merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan. Sehingga kesadaran 

dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama selu ruh kementerian j 

lembagaj pemerintah daerah di seluruh Indonesia sebagaimana yang diharapkan 

dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 20 10-2025. 


